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ABSTRAK

Indonesia menciptakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai
lembagai legislatif dalam tingkat Daerah, bertujuan untuk dapat menjadi
wadah dalam menampung aspirasi dalam lingkup yang lebih kecil yakni
Propinsi. Namun setiap proses dalam menjalankan amanat UU tentunya
akan terdapat beberapa masalah yang menyebabkan kurang maksimalnya
kinerja DPD dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat di
berbagai daerah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yakni
Bagaimana Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah, serta Bagaimana Analisis
Hukum Positif dan Figh Siyasah Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi
Daerah. Tujuan dalam penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi
persyaratan dalam menyelesaikan gelar Sarjana yaitu untuk mengetahui
optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai lembaga
penampung aspirasi daerah dan untuk mengetahui analisis figh siyasah
terhadap optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga
aspirasi daerah.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena
penulis ingin menyampaikan dengan cara menggambarkan dan
mendeskripsikan suatu permasalahan yang ada di lapangan. Jenis dari
penelitian ini adalah penelitian lapangan atau Field Research, yaitu
penelitian yang dilakukan dengan melihat secara dekat objek yang akan
diteliti. Sehingga data yang digunakan adalah primer yang bersumber
langsung dari data lapangan, serta data sekunder yaitu data pendukung
yang berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, skripsi dan
pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai
Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Propinsi Lampung telah
dilaksanakan dengan maksimal walaupun masih terdapat faktor
penghambat yang menjadi kendala dalam pengoptimalisasian Kinerja
DPD vyaitu keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, serta
pengetahuan teknologi. Kemudian Tinjauan figh siyasah terhadap
Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga
Penampung Aspirasi Daerah Propinsi Lampung, merupakan bentuk
representatif dari Ahlal hal liwal aqd yang merupakan tokoh lembaga
legislatif dalam pandangan figh siyasah, yang mana memiliki tugas dan
wewenang yang sama dalam menjalankan roda kenegaraan untuk
kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah, Aspirasi, Figh Siyasah



ABSTRACT

Indonesia created the Regional Representative Council (DPD) as a
legislative institution at the regional level, aiming to be a forum for
accommodating aspirations in a smaller scope, namely the province.
However, every process in carrying out the mandate of the law will
certainly have several problems that cause the DPD's performance to be
less than optimal in accommodating and channeling community
aspirations in various regions. The formulation of the problem in this
thesis is How to Optimize the Performance of the Regional
Representative Council (DPD) as an Institution for Accommodating
Regional Aspirations, and How to Analyze Positive Law and Figh
Siyasah Against Optimizing the Performance of the Regional
Representative Council (DPD) as an Institution for Accommodating
Regional Aspirations. The purpose of writing this thesis, in addition to
fulfilling the requirements for completing a bachelor's degree, is to
determine the optimization of the Regional Representative Council
(DPD) as an institution for accommodating regional aspirations and to
determine the analysis of figh siyasah towards optimizing the Regional
Representative Council (DPD) as an institution for accommodating
regional aspirations.

This research uses a qualitative method because the author wants
to convey by describing a problem in the field. The type of this research
is field research, namely research that is carried out by looking closely at
the object to be studied. So the data used is primary data that comes
directly from field data as well as secondary data, namely supporting data
from sources in the form of books, journals, theses, and expert opinions.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded
that the optimization of the performance of the Regional Representative
Council (DPD) as an institution for accommodating regional aspirations
in Lampung Province has been carried out optimally, although there are
still inhibiting factors that are obstacles in optimizing the performance of
the DPD, namely limited regulations, human resources, and technological
knowledge. Then the Review of Figh Siyasah on the Optimization of the
Performance of the Regional Representative Council (DPD) as an
Institution for Accommodating Regional Aspirations in Lampung
Province is a representative form of Ahlal hal liwal agd, who are
legislative figures in the view of Figh Siyasah, which have the same
duties and authorities in running the wheels of state for the benefit of
society.

Keywords: Regional Representative Council, Aspirations, Figh Siyasah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Positif dan Figh

Siyasah Terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah (Studi Kasus
Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Lampung)” demi
memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan
menguaraikan secara singkat istilah yang terdapat dalam judul
skripsi ini, sebagai berikut:

1.

Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan
antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan
pemahaman arti keseluruhan.

Hukum Positif

Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang
berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Di
Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional
Indonesia.

Figh Siyasah

Figh Siyasah merupakan tarqib’idhafiatau  kalimat
majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu Figh dan Al-Siyasih.
Secara etimologi Kata figh berasal dari fagaha-yafquhu-
fighan, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham
yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan
perbuatan.” Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), him. 590.

2 Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan

Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” As-Siyasi : Journal of
Constitutional Law 1, no. 2 (2022): 14-33, https://doi.org/10.24042/as-
siyasi.v1i2.11368.
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menuntut  kebijaksaan.® Siyasah juga dapat diartikan
administrasi dan manajemen. Jadi Siyasah menurut Bahasa
mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus,
memerintah, memimpin, membuat kebijaksaan pemerintah
dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat
kebijaksaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai
tujuan.

4. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling
menguntungkan.  Mengoptimalkan  berarti  menjadikan
sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal.
Optimalisasi berarti pengoptimalan.* Optimalisasi adalah
proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan
yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan
pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau
tidak slalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika
tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.’

5. Penampung Aspirasi'Daerah

Aspirasi masyarakat sangat penting dalam_pemerintahan
yang menganut sistem demokrasi.® Penerapan sistem
demokrasi di-suatu Negara selalu terikat-dengan penerapan
Trias Politika dengan membagi kekuasaan Negara menjadi
tiga kekuasaan vyaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pembagian kekuasaan tersebut secara jelas berdasarkan hak
dan tanggung jawabnya. Kekuasaan legislatif merupakan
lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi diantaranya
adalah menampung aspirasi masyarakat dan

SAbdul Wahab Khallaf, Al-Siyasat Al-Syar’ivat (Al-Qahirah: Dar Al-
Anshar, 1977), 4-5.

“Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gita Media Press,
2015), 562.

®Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi
(Yogyakarta: Graha IImu, 2005), 4.

®Regy Hilman Pahlawan, “Jurnal Civic Hukum” 4, Nomor 2 (November
2019): 147-54.



mengimplikasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif
bertugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, kekuasan yudikatif bertugas sebagai pengawas
sekaligus pengadil dalam penerapan pemerintahan. Lembaga
legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat sekaligus
pembuat peraturan perundang-undangan merupakan lembaga
yang sangat penting dalam Negara yang menganut sistem
demokrasi. Secara umum, tugas dan fungsi lembaga legislatif
salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat. Metode
penyerapan aspirasi tidak dijelaskan dalam peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan penegasan judul di atas maka dapat dipahami
maksud judul skripsi ini adalah menganalisis atau
menguraikan  bagaimana  pengoptimalisasian  terhadap
kinerjaDewan Perwakilan —Daerah atau DPD dalam
menjalankan perannya yakni penampung aspirasi di lingkup
Daerah berdasarkan pandangan Figh Siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Tujuan._Negara Republik Indonesia adalah memajukan
kesejahteraan umum seperti yang termuat dalam Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu dilaksanakannya pembangunan nasional, yang
hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan
pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahirlah dan
batiniah yang berlandaskan pancasila. Negara mempunyai tugas
pokok dalam pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan (Property)
dan keamanan (Securit).’

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ketatanegaraan Indonesia terdiri
atas lembaga-lembaga tinggi negara  yaitu;  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan wakil presiden, Dewan

"Widarta, Pokok-pokok Pemerintah Daerah (Yogyakarta: Papers Pustaka
Utama, 2001), 80.



Pertimbagaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah
Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasca amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia lembaga-
lembaga tinggi negara ini mengalami perubahan, penghapusan
dan penambahan lembaga tinggi negara lainnya.

Lahirnya DPD dilatarbelakangi oleh semangat para pemuda
dan rakyat Indonesia untuk mereformasi UUD NRI Tahun 1945.
Tuntutan reformasi tersebut akhirnya juga berkenaan dengan
sistem perwakilan, yaitu agar Utusan Daerah dalam MPR
diwujudkan dalam bentuk Dewan Utusan Daerah atau Dewan
Perwakilan Daerah. Keinginan dan tuntutan adanya DPD tersebut
ditanggapi oleh MPR, yaitu dibicarakannya masalah tersebut
dalam Panitia Ad Hoc I, Badan Pekerja MPR.®

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai arti penting yaitu
sebagai wakil rakyat yang ada di daerah yang mempunyai fungsi
dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yakni
Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rencana Undang-
Undang yang berkaitan dengan daerah. ‘Peranan Dewan
Perwakilan Daerah yang menyalurkan aspirasi masyarakat sangat
membantu  pemerintah daerah — dalam  melaksanakan
pembangunan.-Aspirasi yang ditampung oleh-Dewan Perwakilan
Daerah ditindaklanjuti- dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
lanjut dengan Undang-Undang. Hal ini berarti Negara Indonesia
menggunakan systembicameral.

Dari ketentuan UUD 1945 tersebut ada 4 hal yang mendasar
dalam sistem penyelenggaraan Negara Republik Indonesia,
yaitu:®

8King Faisal Sulaiman, Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga
Parlemen Indonesia (Yogyakarta: Ull Press, 2013), 18.

°0Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan
(Jakarta: Pustaka Sinar, 1996), 123.
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1. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan Pancasila.

2. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan berdasar
sistem permusyawaratan perwakilan.

3. MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan yang ada di tangan
rakyat.

4. MPR sebagai penyelenggara negara yang tertinggi dianggap
sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan
negara.

Anggota DPD dapat mewakili rakyat daerah Provinsi, yang
dipilih secara langsung oleh rakyat Provinsi yang bersangkutan
pada pemilihan umum (pemilu) legislatif 2004. Hal ini membawa
konsekuensi hanya penduduk yang berdomisili yang dapat
menjadi calon dan dipilih menjadi anggota DPD. Hak memilih
hanya berlaku dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.
Anggota dari setiap Provinsi hanya empat orang ditentukan
sesuai dengan luas wilayah provinsi yang bersangkutan dan
jumlah penduduk.

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai tugas
yaitu ‘menyerap - aspirasi masyarakat di tingkat lokal serta
memperjuangkan - kepentingan - daerah  di tingkat nasional.
Penyerapan aspirasi dapat diwadahi dengan semacam sekretariat
atau "rumah" aspirasi. Proses ini juga perlu melibatkan jaringan
formal dengan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).*°

C. Fokus dan Subfokus Penelitian
1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini memfokuskan kepada
Optimalisasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai
Lembaga Penampung Aspirasi Daerah.

¥ ompas, Oktober 2004, 53.



E.

Subfokus Penelitian

Adapun yang menjadi subfokus dari penelitian ini adalah
dengan pendekatan analisis figh siyasah terhadap Optimalisasi
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga
Penampung Aspirasi Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mendapatkan

beberapa rumusan masalah, yaitu:

1.

Bagaimana Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah?
Bagaimana Analisis Hukum Positif dan Figh Siyasah

Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari

penelitian sebagai berikut:

1.

Untuk Mengetahui Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah
(DPD)Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah.

Untuk Mengetahui —Analisis - Figh Siyasah Terhadap

Optimalisasi “Dewan Perwakilan' Daerah (DPD) Sebagai
Lembaga Aspirasi Daerah.

Manfaat Penelitian

1.

Secara Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan
pengetahuan dan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan oleh
mahasiswa dan kalangan masyarakat terhadap Lembaga
penampung aspirasi daerah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
yang lebih baik bagi Dewan Perwakilan Daerah dan para
Dewan Perwakilan lain yang berada di Provinsi Lampung.



C.

Memberikan sedikit pemikiran mengenai Optimalisasi
Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga penampung
aspirasi daerah.

2. Secara Praktis

a.

Penelitian ini sebagai syarat wajib dalam meraih gelar
Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung oleh peneliti.

. Supaya dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti

selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian dengan
fokus Dewan Perwakilan Daerah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh Muhammad Tajam Teguh (2019) Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul
“Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Terhadap Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber
Daya Alam”, menjelaskan tentang Peran Pengawasan DPD RI
Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam
dari- Tahun 2009-2017 Adapun faktor kesamaan dan pembeda
yaitu:

a.

Persamaannya ialah sama-sama menjadikan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) sebagai objek penelitian

Perbedaan antara penelitian di atas dan penelitian peneliti
adalah  Penelitian ~ Muhammad  Tajam  Teguh
memfokuskan pada Peran Lembaga DPD RI dalam
bidang sumber daya alam sedangkan pada penelitian ini
berfokus pada Peran Lembaga DPD di Proinsi Lampung
dalam segala aspek.

Skripsi oleh Robby Akbar Zaletti (2020) Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru yang berjudul
“Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik
Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif
Siyasah Dusturiyah”, menjelaskan tentang Peran Lembaga



DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."* Adapun
faktor kesamaan dan pembeda yaitu:

a. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai
peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

b. Pembeda antara penelitian di atas dan penelitian peneliti
adalah Penelitian Robby Akbar Zaletti memfokuskan pada
Peran Lembaga DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia sedangkan pada penelitian ini berfokus pada
Peran Lembaga DPD di Proinsi Lampung

3. Jurnal oleh Robinsar Marbun dan Muhammad Helmi Fahrozi
(2021) Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular yang
berjudul “Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Dan Pengawasan
DPD Ri Berdasarkan Uud Nri Tahun 1945”, menjelaskan
tentang fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan DPD
yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Adapun persamaan
dan perbedaan penelitian yaitu:

a. Persamaannya vyaitu sama-sama meneliti tentang
pengoptimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Daerah

b. Perbedaan mengenai penelitian Robinsar Marbun dan
Muhammad  Helmi  Fahrozi. membahas  mengenai
pengoptimalan-fungsi. DPD.di bidang pertimbangan dan
pengawasan sedangkan  penulis membahas tentang
mengenai pengoptimalan fungsi DPD di bidang legislasi .

4. Tesis oleh Eka Cahya Wardhani (2021) Universitas Islam

Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul

“Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945 Pasal 22 D Dalam Perspektif Figh Siyasah”,

menjelaskan mengenai Eksistensi DPD Dalam Amandemen

UUD Negara Republik Indonesia 1945.

! Robby Akbar Zaletti, “ Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik
Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”
(Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).



Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yaitu:

a. Persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan peran DPD
sebagai Lembaga Negara.

b. Perbedaan antara penelitian Eka Cahya Wardhani ialah
penelitian Eka berfokus oleh eksistensi kewenangan dewan
perwakilan daerah terhadap amandemen Undang-Undang
dasar republik indonesia 1945 Pasal 22 D, sedangkan
penelitian ini berfokus pada eksistensi kewenangan dewan
perwakilan daerah terhadap proinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar
mempermudah hasil penelitian yang komperhensif dan dapat
dipertanggung jawabkan. Serta untuk menghimpun data-data
yang diperlukan untuk penelitian ini, penggunaan metode oleh
penulis sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian-yang digunakan dalam"penelitian kali

ini menggunakan Metode Kualitatif, Penelitian Kualitatif
dipilih-karena ingin mengeksplorasi,-menggambarkan dan
mendeskripsikan.dengan jelas suatu permasalahan oleh
peneliti. Jenis Penelitian “yang dipilih yaitu Penelitian
Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang ditinjau
langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk
mendapatkan data primer, dalam hal ini data primer di
peroleh dari staff pemerintah daerah propinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi penelitian
yang bersifat Deskriptif Analisis, Deskriptif Analisis
berfungsi mendeskripsikan dan menggambarkan objek
yang diteliti melalui data yang diambil dari sumber yang
dipilih.



2. Data dan Sumber Data
a. Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer
dan sekunder, Data primer adalahyang data diperoleh
secara langsung dari informan yang berkaitan dengan
penelitian yang sedang dilakukan serta menggunakan
Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
informan adalah orang-orang yang paham atau terlibat
langsung dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data
sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen, buku-buku referensi, jurnal serta literatur-
literatur, skripsi, artikel hingga pendapat dari para ahli atau
sumber data yang relevan dengan penelitian ini guna
melengkapi penelitian ini.
b. Sumber Data
Pada penelitian ini yang menjadi ‘sumber data primer
adalah hasil wawancara peneliti dengan objek penelitian
yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi
Lampung, serta wawancara. dengan masyarakat yang
terlibat. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian
ini yaitu berupa teori-teori yang relevan yang peneliti
kumpulkan berdasarkan media seperti buku, jurnal, dan
lainnya.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara menanyakan masalah kepada narasumber
secara langsung maupun tidak langsung, supaya
mendapatkan jawaban yang kongkret. Adapun yang di
lampirkan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan
Masyarakat
b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal
yang berupa catatan transkip, buku, surat, dokumentasi dan
sebagainya. Selain itu, juga menggunakan studi
kepustakaan yang tujuannya mempelajari berbagai
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referensi literatur yang mempunyai relevansinya dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
4. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu dalam Sugiyono. Alasan meggunakan
teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan
untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang
tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono.

Menurut Sugiyono metode penetuan sampel jenuh
atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel
yang diambil dalam penelitian ini adalah 3 staff DPD Provinsi
Lampung, 3 masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan 3
masyarakat yang tidak menyampaikan aspirasi daerah. Alasan
menggunakan seluruh populasi menjadi sampel adalah
dikarenakan mewakili seluruh populasi karena jika kurang
dari. 100 populasi, maka- dijadikan sampel penelitian
semuanya, oleh karena itu peneliti mengambil 9.sampel yang
diambil dari seluruh populasi.

5. Metode Pengolahan Data
a. Pemeriksaan Data (Editing)

Supaya menghindari kesalahan dalam
mengumpulkan data dibutuhkan metode pemeriksaan data
dengan cara memeriksa atau mengoreksi data-data yang
sudah terkumpul apakah sudah relevan atau belum dengan
penelitian yang sedang dilakukan.

b. Rekonstruksi Data (Reconstructing)

Metode ini dilakukan dengan menyusun ulang data
secara teratur dan logis serta sistematis agar mudah
dipahami.

c. Sistematis Data (Systematizing)

Teknik pengolahan data ini dilakukan dengan cara
menempatkan data yang diperoleh dan diklasifikasi secara
sistematis berdasarkan urutan masalah.
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6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis
data kualitatif atau disebut juga data naratif yaitu penelitian
yang menggambarkan objek penelitian secara detil dengan
uraian yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Dalam
penulisan skripsi penulis menganalisis data berdasarkan
literatur literatur yang ada dan berkaitan dengan tema judul
skripsi ini.

Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Figh Siyasah
terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai
Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Studi Kasus Dewan
Perwakilan Daerah Lampung disusun secara sistematis dan terdiri
dari lima bab sebagai berikut:

Bab | : Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul,
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu
yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika
pembahasan.

Bab Il :=Tentang kajian teoritik yang berkaitan dengan
permasalahan yang.diangkat sesuai dengan-judul penelitian, yaitu
: Analisis Figh Siyasah terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan
Daerah sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Studi
Kasus Dewan Perwakilan daerah Lampung.

Bab Il : Tentang laporan hasil penelitian yang membahas
tentang gambaran umum objekserta penyajian fakta dan data
berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Bab IV : Membahas tentang analisis data berupa temuan
penelitian mengenai Analisis Figh Siyasah terhadap Optimalisasi
Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Penampung Aspirasi
Daerah Studi Kasus Dewan Perwakilan Daerah Lampung.

Bab V : Sebagai penutup yang membahas simpulan yang
berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai
saran yang diperlukan untuk kedepannya.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan pemaparan yang sudah dilakukan di atas serta
hasil dari penelitian mengenai judul Analisis Hukum Positif Dan
Figh Siyasah Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah
(Studi Kasus Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Lampung).
Maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan figh siyasah terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung
Aspirasi Daerah Propinsi Lampung, merupakan bentuk
representatif dari Ahlalhal liwal aqd yang merupakan tokoh
lembaga legislatif dalam pandangan figh siyasah dusturiyah,
yang mana memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam
menjalankan roda kenegaraan untuk kemaslahatan masyarakat.

2.' Tinjauan hukum positif terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga’ Penampung
Aspirasi-Daerah-Propinsi Lampung, regulasi terkait lembaga
DPD harus lebih di pertegas dan diperjelas untuk dapat
mengoptimalisasikan kinerja dari DPD tersebut. Dengan
lemahnya kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) dalam pembuatan Undang-Undang, dapat menimbulkan
akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah, sebab
keterbatasan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dalam pembuatan Undang-Undang yang mana sebatas hanya
dalam menunjukkan rancangan Undang-Undang tertentu
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang
kekuasaan membentuk Undang-Undang untuk dibahas dan
disetujui bersama presiden, sedangkan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) hanya ikut memberikan dan menunjukkan
rancangan Undang-Undang tersebut tetapi tidak ikut menyetujui
rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.

67
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B. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan simpulan di atas, maka peneliti akan
memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat, perlu adanya pembenahan terkait
regulasi mengenai fungsi, wewenang, hak, dan alat kelengkapan
lembaga DPD, agar terciptanya optimalisasi kinerja yang jelas
dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Bagi jajaran Dewan Perwakilan Daerah khusunyaPropinsi
Lampung perlu tingkatkan kinerja dengan cara yang kreatif,
menyediakan media yang mudah dijangkau unuk menyalurkan
aspirasi, melakukan sosialisasi rutin diberbagai daerah serta
memperkuat integritas.
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